AT

WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

bahwa berdasarkan Pasal & Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli
bahwa Ketentuan mengenai Tugas dan Fungsi
Jabatan Struktural pada Perangkat Daecrah
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Walikota
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli
bahwa tugas dan fungsi jabatan struktural pada
Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan
Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kota
Gunungsitoli.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provins: Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4931);



10.

11,

13.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubshan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor €593);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tshun 2008 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4526,
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Gunungsitoli;

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI.

BABR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

:
2.

10.

Kota adalah Kota Gunungsitoli;

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom;

Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalahDewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Gunungsitoli;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Ounungsitoli;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam
penyelenggaraan  urusan Pemerintehan  yang
menjadi kewenangan daerah;

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yvang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan olch kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dani
Pemerintah Pusat kepada Daerah  untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusatatau dar
Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan scbagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi;

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaj
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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24,

23,
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25.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
svarat tertentu, diangkat scbagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduli jabatan pemerintahan.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna
kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota
Gunungsitoli;

Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Gunungsitoli.
Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota
Gunungsitoli.

Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota
Gunungsitoli.

Kepala Sub Bagian adalah kepala sub bagian pada
Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Administrasi pada instansi
pemerintah.

Jabatan Pengawsas adalah jabatan yang berfungsi
mengendalikan  pelaksanaan kegiatan  yang
dilakukan oleh pejabat pelaksana.

Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang berfungsi
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Kompetensi pemerintahan adalah kompetensi
pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait
dengan  kebijakan  Desentralisasi, hubungan
Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan
umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,
hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta
etika pemerintahan

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu



(1)

(2

(3]

Paragraf 1
Sekretaris Daerah

Pasal 2

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu
Walikota dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif.

Sekretaris Daecrah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi antara lain :

a) pengoordinasian penyusunan kebijakan
Daerah;

b) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan
kerja Perangkat Daerah;

c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah;

d) pelayanan administratif dan pembinaan
aparatur sipil negara pada instansidaerah; dan

¢) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinanterkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan

fungsi memiliki rincian tugas :

a) merumuskan  kebijakan Walikota  dalam
penvelenggaraan urusan pemerintah daerah;

b) mengkoordinasikan dan menyampaikan bahan
rencana kebijakan Walikota di lingkup
Sekretariat Daerah;

¢) menyampaikan rencana pembangunan jangka
panjang dan rencana pembangunan jangke
menengah kepada Walikota;

d] merumuskan dan mengarahkan penyusunan
program dan kegiatan Sekretariat Daecrah
berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya
dan peraturan perundang-undangan;

e} -mengkoordinasikan kebijakan pengendalian
dan pemantauan program dan kegiatan di
Sekretariat Daerah dan Pemerintah Daerah;

) mengkoordinasikan, mengintegrasikan,
mensimplifikasikan, mensinkroisasikan
pelaksanaan program kegiatan di Sekretariat
Daerah dan Pemerintah Daerah;

g) mengkoordinasikan satuan kerja Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat;

h) mengkoordinasikan  evaluasi pelaksanaan
urusan pemerintah daerah sebagai bahan
pertimbangan dan perumusan kebijakan lebih
lanjut;

i) mengkoordinasikan PEOyUSUNAN laporan
kepada Walikota tentang pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan



(1]

pelayanan umum sebagai bahan evaluasi dan
informasi;

j} mengkoordinasikan bahan penyusunan LKj
Pemerintah Daéerah;

k] melaksanakan kebijakan advokasi dan
konsultasi di  Seckretariat Daerah dan
Pemerintah Daerah;

I} mengkoordinasikan dan mengarahkan
pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian
dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi
Umum seria Perangkat Daerah;

m) mengkoordinasikan Perangkat Daerah/Instansi
terkait baik secara langsung maupun tidak
langsung wuntuk mendapatkan masukan,
informasi serta mengevaluasi permasalahan
penyelengparsan urusan pemernintahan;

n) mengkoordinasikan kebijakan kerjasama
dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di
Sekretariat Daerah dan Pemerintah Daerah;

o) menvelenggarakan pembinaan aparatur dalam
pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah dan
Pemerintah Daerah;

p) melaksanakan pembinaan, pengembangan,
peningkatan kapasitas dan penilaian kinerja
serta penilaian angka kredit jabatan fungsional.

q) mengkoordinasikan dan menetapkan Standar
Pelayanan Publik (SPP) Dan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam
penvelenggaraan kegiatan di lingloup Sekretariat
Daerah; dan

r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Asisten

Pasal 3

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
melaksanakan tugas membantu sekretaris daerah
dalam pPErUImuUsan kebijalkan, koordinasi
pelaksanaan program, pelayanan administrasi,
pemantauan, dan evaluasi terkait dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan  bidang
pemerintahan  umum, kesejahteraan  rakyat,
pemberdayaan masyarakat, hukum serta Sekretariat
DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pendidikean,
kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan,
sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana,  pemberdayaan — perempuan dan
perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum
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(3)

dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja,
transmigrasi, kearsipan dan = perpustakaan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil,
penanggulangan bencana serta koordinasi
kerukunan umat beragama.

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Mngsi
antara lain :

a) pelaksanaan penyusunan kebijakan dan
program di bidang pemerintahan, kesejahteraan
sosial dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;

b) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas
dan program Perangkat Daerahsesuai dengan
pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat,

c) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program
Perangkat Daerahsesuai dengan pembidangan
tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;

d) pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan
penyusunan peraturan perundang-undangan;
dan

e pclakaanma.n tugas-tugas lain vang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

dalam melaksanakan tugas dan fungsi memiliki

rincian tugas :

a) mengkoordinasikan penyusunan program kerja
bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat,
pemberdayaan masyarakat, hukum serta
Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang
melaksanakan wurusan pemerintahan bidang
pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga,
kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan analk, ketentraman,
ketertiban umurm dan perlindungan
masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi,
kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan
masyarakat dan desa, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil,
penanggulangan bencana serta koordinasi
kerukunan umat beragama berdasarkan hasil
evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangan;

b) mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan
pedoman penyelenggaraan bidang
pemerintahan, kesejahteraan rakyat,
pemberdayaan masyarakat, hukum serta
Selkretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang
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melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda
dan olahraga, keschatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan  masyarakat, tenaga kerja,
transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan,
pemberdayaan masyarakat dan desa,
administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, penanggulangan bencana serta koordinasi

kerukunan umat beragama;

mengkoordinasikan dan memantat
pelaksanaan kegiatan dalam bidang
pemerintahan, kesejahteraan rakyat,

pemberdayaan wmasyarakat, hukum serta
Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga,
kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, pemberdavaan perempuan
dan perlindungan anak, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan
magyarakat, tenaga kerja, transmigrasi,
kearsipan dan perpustakaan, pemberdayvaan
masyarakat dan desa, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil,
penanggulangan bencana serta koordinasi
kerukunan umat beragama;

mengarahkan tugas Kepala Bagian sesuai
lingkup tugasnya baik secara lisan maupun
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
mengkoordinasikan satuan kerja Perangkat
Daerah/Instansi terkait baik seccara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, informasi serta mengevaluasi
permasalahan bidang pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, pemberdayaan
magyarakat, hukum serta Sekretariat DPRD
dan Perangkat Daerash yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan,
sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, tenaga
kerja, transmigrasi, kearsipan dan
perpustakaan, pemberdaysan masyarakat dan
desa, administrasi  kependudukan dan
pencatatan sipil, penanggulangan bencana serta
koordinasi kerukunan umat beragama agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;
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mengkoordinasikan penyusunan rancangan
produk hukum daerah di bidang pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, pemberdayaan
masyarakat, hukum serta Sekretariat DPRD
dan Perangkat Daerah wvang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan,
kebudayaen, pemuda dan olahraga, keschatan,
sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, tenaga
kerja, transmigrasi, kearsipan dan
perpustakaan, pemberdayaan masvarakat dan
desa, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, penanggulangan bencana serta
koordinasi kerukunan umat beragama;
mengkoordinasikan  penyusunan  rencana
strategis (Renstra) di bidang pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, pemberdayaan
masyarakat, hukum serta Sekretariat DPRD
dan Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan,
sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, tenaga
kerja, transmigrasi, kearsipan dan
perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan
desa, administrasi  kependudukan dan
pencatatan sipil, penanggulangan bencana serta
koordinasi kerukunan umsat beragama;
mengkoordinasikan  penyusunan  standar
pelayanan publik (SPP) dan standar operasional
prosesur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan
di bidang pemerintahan, kescjahteraan rakyat,
pecmberdayaan masyarakat, hukum  serta
Sckretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang
melaksanakan wurusan pemerintahan bidang
pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga,
kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, tenaga kerja, {ransmigrasi,
kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan
masyarakat dan desa, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil,
penanggulangan bencana serta koordinasi
kerukunan umat beragama;

mengkoordinasikan strategi pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang
kesejahteraan rakyat;
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k)

1)

)

mengkoordinasikan penyusunan bahan laporan
kepada Walikota tentang pelaksanaan kegiatan
penyvelenggargan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum sebagail bahan evaluasi dan
informasi di bidang pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, pemberdayaan
masyarakat, hukum serta Sekretariat DPFRD
dan Perangkat Daerah wyang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan,
sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, tenaga
kena, Lransmigrast, kearsipan dan
perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan
desa, administrasi  kependudukan  dan
pencatatan sipil, penanggulangan bencana serta
koordinasi kerukunan umat beragama;
mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintah
daerah bidang pemerintahan, kesejahteraan
rakyat, pemberdayaan masyarakat, hukum
serta Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah
vang melaksanakan wurusan pemerintahan
bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan
olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan  masyarakat, tenaga kerja,
transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan,
pemberdayaan masyarakat dan desa,
administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, penanggulangan bencana serta koordinasi
kerukunan wumat beragama sebagai bahan
pertimbangan dan perumusan kebijakan lebih
lanjut

menyvampaikan laporan kepada Walikota
tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
urusan pemernntahan, kesejahtéersan rakyat
dan pelayanan umum di pemenntah kota
sebagai bahan evaluasi dan informasi;
mengkoordinasikan, mengintegrasikan,
mensimplifikasikan, mensinkronisasikan
pelaksanaan kegiatan di sekretariat daerah dan
pemerintah daerah di bidang pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, pemberdayaan
masyarakat, hukum serta Sekretariat DPRD
dan Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan,
sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan
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sipil, penanggulangan bencana serta koordinasi
kerukunan umat beragama;

gl membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

r} memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

s) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

t) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

uj memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan scbagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

v] melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 4

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
melaksanakan tugas membantu sekretaris dacrah
dalam perumusan kebijakan, koordinasi
pelaksanaan program, pelayanan administrasi,
pemantsuan, dan evaluasi terkait dengan
penyelenggaraan wurusan pemerintahan bidang
perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur
dan administrasi pembangunan dan layanan
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta
perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan  bidang pangan, perindustrian,
perdagangan, pariwisata, koperasi usaha kecil dan
menengah, penanaman modal, pertanian,
kchutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan
hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan
umum dan penatean ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan,
komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian serta urusan penunjang bidang
keuangan, perencanaan, penelitian dan
pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan

Pembangunan mempunyai fungsi antara lain :

a) pelaksanaan penyusunan kebijakan dan
program di bidang perekonomian dan sumber
daya alam, infrastruktur serta administrasi
pembangunan dan layanan pengadaan barang
dan jasa pemerintah daerah;



b

d]

e}

pelaksanaan koordinasi penvelenggaraan tugas
dan program Perangkat Daerah sesuai dengan
pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan
Pembangunan;

pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program
Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan
tugas Asisten Perckonomian dan Pembangunan,
pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
perekonomian dan sumber daya alam,
infrastruktur, dan administrasi pembangunan
serta pengadaan barang dan jasa pemerintah
daerah;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3} Asisten Perckonomian dan Pembangunan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi memiliki rincian
tugas :

a)

b

mengkeoordinasikan penyusunan program kerja
bidang perekonomian dan sumber daya alam,
infrastruktur dan administrasi pembangunan
dan layanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah serta perangkat daerah yang
melaksanakan wurusan pemerintahan bidang
pangan, perindustrian, perdagangan,
pariwisata, koperasi usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,
energi dan sumber daya mineral, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian serta urasan
penunjang bidang keuangan, perencanaan,
penelitian dan pengembangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan,

mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan
pedoman penyelenggaraan bidang
perekonomian dan sumber daya alam,
infrastruktur dan administrasi pembangunan
dan layanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah serta perangkat daerah yang
melaksanakan wurusan pemerintahan bidang
pangan, perindustrian, perdagangan,
pariwisata, koperasi usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, lngkungan hidup,
energi dan sumber daya mineral, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian serta urusan
penunjang bidang keuangan, perencanaan,
penelitian dan pengembangan yang berkaitan



c)

d)

el

h)

dengan bidang tugas Bagian yang menjadi
lingkup keoordinasinya;

mengkoordinasikan dan memantau
pelaksanaan kegiatan dalam bidang
perekonomian dan pembangunan;
mengarahkan tugas Kepala Bagian sesuai
linglkup tugasnya baik secara lisan maupun
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas,;
mengkoordinasikan satuan kerja Perangkat
Dacrah /Instansi terkait baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, informasi serta —mengevaluasi
permasalahan bidang perekonomian dan
sumber dava alam, infrastruktur dan
administrasi pembangunan dan layanan
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah
serta perangkat daerah yang melaksanakan
urusan  pemerintahan  bidang  pangan,
perindustrian, perdagangan, pariwisata,
koperasi wusaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,
energi dan sumber daya mineral, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian serta urusan
penunjang bidang keuangan, perencanaan,
penelitian dan pengembangan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal,

mengkoordinasikan  penyusunan Tancangan
produk hukum daerah di bidang perekonomian
dan sumber daya alam, infrastruktur dan
administrasi pembangunan dan layanan
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah
serta perangkat daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pangan,
perindustrian, perdagangan, pariwisata,
koperasi usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,
energi dan sumber daya mineral, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian serta urusan
penunjang bidang keuangan, perencanaan,
penelitian dan pengembangan;
mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja
dan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepala daerah lingkup sckretariat daerah;
mengkoordinasikan penyusunan standar
pelayanan publik (SPP) dan standar cperasional
prosesur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan



il

k)

l

di bidang perekonomian dan sumber daya alam,
infrastruktur dan administrasi pembangunan
dan layanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah serta perangkat daerah yang
melaksanakan wurusan pemerintahan bidang
pangan, perindustrian, perdagangan,
pariwisata, koperasi usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,
energi dan sumber daya mineral, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian serta urusan
penunjang bidang keuangan, perencanaan,
penelitian dan pengembangan;
mengkoordinasikan strategi pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (3PM) di bidang
perekonomian dan pembangunan;
mengkoordinasikan penyusunan bahan laporan
kepada Walikota tentang pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum sebagai bahan evaluasi dan
informasi bidang perckonomian dan sumber
daya alam, mfrastruktur dan administrasi
pembangunan dan layanan pengadaan barang
dan jasa pemerintah daerah serta perangkat
daerah yvang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pangan, perindustrian,
perdagangan, pariwisata, koperasi usaha kecil
dan menengah, penanaman modal, pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya
mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
pertanahan, perhubungan, komunikasi dan
informatika, statistik dan persandian serta
urusan penunjang bidang keuangan,
perencanaan, penelitian dan pengembangan;
mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintah
daerah lingkup perekonomian dan
pembangunan sebagai bahan pertimbangan dan
perumusan kebijakan lebih lanjut
menyampaikan laporan kepada Walikota
tentang pelaksanaan kegiatan penvelenggaraan
bidang perskonomian dan sumber daya alam,
infrastruktur dan administrasi pembangunan
dan layanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah serta perangkat daerah yang
melaksanakan wurusan pemerintahan bidang
pangan, perindustrian, perdagangan,
pariwisata, koperasi usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,



a)

Pl

energi dan sumber daya mineral, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian serta urusan
penunjang bidang keuangan, perencanaan,
penelitian dan pengembangan di pemerintah
kota scbagai bahan evaluasi dan informasi;
mengkoordinasikan, mengintegrasikan,
mensimplifikasikan, mensinkronisasikan
pelaksanaan kegiatan di sekretariat daerah dan
pemerintah daerah di bidang perekonomian dan
sumber daya alam, infrastruktur dan
administrasi pembangunan dan layanan
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah
serta perangkat daerah yang melaksanakan
Uurusan pemerintahan bidang pangan,
perindustrian, perdagangan, pariwisata,
koperasi wusaha lkecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,
energi dan sumber daya mineral, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian serta urusan
penunjang bidang keuangan, perencanaan,
penelitian dan pengembangan;
mengkoordinasikan kebijakan kerjasama
dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di
bidang perekonomian dan sumber daya alam,
infrastruktur dan administrasi pembangunan
dan layanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah serta perangkat daerah vang
melaksanakan urusan pemenntahan bidang
pangan, perindustrian, perdagangan,
pariwisata, koperasi usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,
energi dan sumber daya mineral, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komumikasi dan  informatika,
statisttik dan persandian serta  urusan
penunjang bidang keuangan, perencanaan,
penelitian dan pengembangan;
mengkoordinasikan  kebijjakan pengendalian
dan pemantauan di bidang perekonomian dan
pembangunan;

mengendalikan dan memantau pelaksanaan
kegiatan di bidang perekonomian dan sumber
daya alam, infrastruktur dan administrasi
pembangunan dan layanan pengadaan barang
dan jasa pemerintah daerah serta perangkat



(1}

(2)

daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pangan, perindustrian,
perdagangan, pariwisata, koperasi usaha kecil
dan menengah, penanaman modal, pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya
mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
pertanahan, perhubungan, komunikasi dan
informatika, statistik dan persandian serta
urusan penunjang bidang keuangan,
perencanaan, penelitian dan pengembangan;

q] membagi tugas kepada bawahan sesuail dengan
bidang tugasnyva agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

r] memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baulkk lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas,

s8] melaksanakan monitoring, evaluasi dan menila
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalul sistem penilaian yang
tersedia;

t} membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

u] memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

v] melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai denpan tugas dan fungsi.

Pasal 5

Asisten Administrasi Umum mempunyal tugas
membantu sckretaris dacrah dalam perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan  program,
pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi
terkait dengan pembinaan organisasi, kelembagaan,
analisa jabatan, pengembangan kinerja dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan,
serta tata wusaha pimpinan dan dukungan
penyelenggaraan  pemerintahan daerah  seria
perangkat daerah yang melaksanakan urusan
penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan serta perangkat daerah vang
melaksanakan fungsi pengawasan;

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi

Umum mempunyai fungsi antara lain :

a)] pelaksanaan penyusunan  kebijakan dan
program di bidang organisasi, kelembagaan,
analisa jabatan, pengembangan kinerja dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan,
gserta tata wusaha pimpinan dan dukungan



(3)

b

d}

€)

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perangkat daerah vang melaksanakan urusan
penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelabhan serta perangkat daerah vang
melaksanakan fungsi pengawasan;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas
dan program Perangkat Daerah sesuai dengan
pembidangan tugas Asisten Administrasi
Unmuam;

pelaksanaan evaluasi penvyelenggaraan program
Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan
tugas Asisten Administrasi Umum;

pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
organisasi, kelembagaan, analisa jabatan,
pengembangan kinerja dan ketatalaksanaan,
kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha
pimpinan dan dulkungan penyelenggaraan
pemerintahan daerah serta perangkat daerah
yvang melaksanakan urusan penunjang bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta
perangkat daerah yang meclaksanakan fungsi
pengawasan; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan
oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan
tugas dan fungsi memiliki uraian tugas :

a)

bl

mengkoordinasikan penyusunan program kerja
bidang organisasi, kelembagaan, analisa
jabatan, pengembangan kinerja dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan,
serta tata wusaha pimpinan dan dukungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perangkat daerah yang melaksanakan urusan
penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan  serta perangkat daerah vang
melaksanakan fungsi pengawasan;
mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan
pedoman penyelenggaraan organisasi,
kelembagaan, analisa jabatan, pengembangan
kinerja dan ketatalaksanaan, kehumasan dan
keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan
dukungan  penyelenggaraan  pemerintahan
daerah  serta  perangkat daerah yang
melaksanakan urusan penunjang bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
pengawasan yang berkaitan dengan bidang
tugas Bagian vyang menjadi lingkup
koordinasinya;

mengkoordinasikan dan memantau
pelaksanaan kegiatan dalam bidang organisasi,
kelembagaan, analisa jabatan, pengembangan
kinerja dan ketatalaksanaan, kehumasan dan
keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan



d)

gl

h

dukungan  penyelenggaraan  pemernntahan
daerah  serta perangkat daerah yang
melaksanakan urusan penunjang bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
PENZAWASADN;

mengarahkan tugas Kepala Bagian sesua
lingkup tugasnya baik secara lisan maupun
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
mengkoordinasikan satuan kerja Perangkat
Daerah/Instansi terkait baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, informasi serta mengevaluasi
permasalahan bidang organisasi, kelembagaan,
analisa jabatan, pengembangan kinerja dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan,
serta tata wusaha pimpinan dan dukungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perangkat daerah yang melaksanakan urusan
penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan serta perangkat daerah vyang
melaksanakan fungsi pengawasan;
mengkoordinasikan  penyusunan rancangan
produk hukum daerah di bidang organisasi,
kelembagaan, analisa jabatan, pengembangan
kinerja dan ketatalaksanaan, kehumasan dan
keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan
dukungan  penyelenggaraan  pemerintahan
daerah serta perangkat daerah vang
melaksanakan urusan penunjang bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
PENZAWASAL;

mengkoordinasikan penyusunan rencansa
strategis (Renstra) di bidang organisasi,
kelembagaan, analisa jabatan, pengembangan
kinerja dan ketatalaksanaan, kehumasan dan
keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan
dukungan  penyelenggaraan  pemerintahan
daerah  serta  perangkat daerah vang
melaksanakan urusan penunjang bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta
perangkat daerah vang melaksanakan fungsi
pengawasar;

mengkoordinasikan penyusunan standar
pelayanan publik [(SPP) dan standar operasional
prosesur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan
di bidang organisasi, kelembagaan, analiza
jabatan, pengembangan kinerja dan
ketatalaksansan, kehumasan dan keprotokolan,
serta tata usaha pimpinan dan dukungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perangkat daerah yvang melaksanakan urusan
penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan
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1)

pelatihan  serta perangkat dacrah vyang
melaksanakan fungsi pengawasan;
mengkoordinasikan strategi pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM} di bidang
organisasi, kelembagaan, analisa jabatan,
pengembangan kinerja dan ketatalaksanaan,
kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha
pimpinan dan dukungan penyelenggaraan
pemerintahan daerah serta perangkat daerah
yvang melaksanakan urusan penunjang bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
pPEngawasan,

mengkoordinasikan penyusunan bahan laporan
kepada Walikota tentang pelaksanasn kegiatan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum sebagai bahan evaluasi dan
informasi di bidang organisasi, kelembagaan,
analisa jabatan, pengembangan kinerja dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokaolan,
serta tata usaha pimpinan dan dukungan
penyclenggaraan pemerintahan daerah serta
perangkat daerah yang melaksanakan urusan
penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan serta perangkat daerah vang
melaksanakan fungsi pengawasan;
mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintah
daerah di bidang organisasi, kelembagaan,
analisa jabatan, pengembangan kinerja dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan,
serta tata wusaha pimpinan dan dukungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perangkat daerah yang melaksanakan urusan
penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan  serta  perangkat daerah yang
melaksanakan fungsi pengawasan;
menyampaikan laporan  kepada Walikota
tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
bidang organisasi, kelembagaan, analisa
jabatan, pengembangan kinerja dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan,
serta tata usaha pimpinan dan dukungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perangkat daerah yang melaksanakan urusan
penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan serta perangkat daerah vyang
melaksanakan fungsi pengawasan;
mengkoordinasikan, mengintegrasikan,
mensimplifikasikan, mensinkronisasikan
pelaksanaan kegiatan di sekretariat daerah dan
pemerintah daerah di bidang umum;
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mengkoordinasikan kebijakan kerjasama
dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di
bidang organisasi, kelembagaan, analisa
jabatan, pengembangan kinerja dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan,
serta tata usaha pimpinan dan dukungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perangkat daerah yang melaksanakan urusan
penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan serta perangkat daerah yang
melaksanakan fungsi pengawasan;
mengkoordinasikan kebijakan pengendalian
dan pemantauan di organisasi, kelembagaan,
analisa jabatan, pengembangan kinerja dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan,
serta tata wusaha pimpinan dan dukungan
penyelenggaraan pemerintahan daecrah  serta
perangkat daerah yang melaksanakan urusan
penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan serta perangkat daerah yang
melaksanakan fungsi pengawasan;
mengendalikan dan memantau pelaksanaan
kegiatan di bidang organisasi, kelembagaan,
analisa jabatan, pengembangan kinerja dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan,
serta tata wusaha pimpinan dan dukungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perangkat daerah vang melaksanakan urusan
penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan serta perangkat daerah yang
melaksanakan fungsi pengawasan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja  pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan scbagal dasar pengambilan kebijakan;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual dengan tugas dan fungsi.



Paragraf 3
Kepala Bagian

Pasal 6

Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah, Ketenteraman

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

(1} Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah,

(2

(3)

Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan, mengoordinasikan

pelaksanasn tugas dan fungsi, pemantauan dan
evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan

pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di

bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan

yang meliputi kecamatan dan kelurahan, otonomi
daerah, bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masvarakat

Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah,

Hetenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan
di bidang pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan  bidang  ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;

b} pelaksanaan koordinasi dan penyusunan
program kegiatan serta petunjuk teknis
pelaksanaan di bidang pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan bidang
ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;

c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat,

d) pelaksanaan pembinasn administrasi di bidang
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;

e] pelaksanaan pemrosesan administrasi perijinan
perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan
pegawai pemerintah daerah, pimpinan serta
anggota DPRD; dan

f] pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan
oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya,

Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah,

Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi

memiliki rineian tugas :

a) menyelenggarakan penyusunan program dan
kegiatan bagian pemecrintahan, otonomi daerah
dan trantibum linmas;



bj

c)

d

hj

menyelenggarakan pelaksanaan program dan

kegiatan bagian pemerintahan, otonomi daerah

dan trantibum linmas;

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis

di bidang Pemerintahan, administrasi

kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama,

Ketentramandan KetertibanUmum serta

Perlindungan Masvarakat.

menyelenggarakan koordinasi denganperangkat

daerah dan lembaga/unit kerja terkait

lainnyadalam rangka pelaksanaan tugas

Pemerintahan, Administrasi  Kewilayahan,

Otonomi daerah, dan trantibum linmas;

menyelenggarakan penataan — administrasi

Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi:

1. Penilaian Kecamatan terbaik;

2. Pembinaan perangkat, administrasi, tugas
dan fungsi Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan;

3. Penerapan Pelayvanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kecamatan;

4. Menyelenggarakan administrasi
serahterima jabatan Camat dan Lurah;

3. Menyusun rencana dan melaksanakan
kegiatan kunjungan kerja Walikota dan
Walkdl Walikota di Kecamatan;

menyelenggarakan  penataan  administrasi

kewilayahan meliputi;

1. Perumusan rencana dan kegiatan dalam
rangka penetapan batas Daerah,
kecamatan, kelurahan dan desa;

2. Roordinasi penataan admimistrasi tanah
milik pemerintah Kota;

3. Koordinasi penctapan batas hutan;

4, perumusan rencana dan kegiatan dalam
rangka pembentukan, penghapusan dan
penggabungan kecamatan dan kelurahan;

5. memfasilitasi penyelesaian masalah antara
Kecamatan dan Kelurahan;

6. koordinasi penabalan nama jalan;

menyelenggarakan penyusunarn laporan,

meliputi;

1. Penvusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD);

2. Penyusunan Laporan harian dan laporan
bulanan Walikota;

menyelenggarakan kerjasama daerah, meliputi;

1. Asosiasi Pemerintah Kota Sc Indonesia
(APEKSI);

2. Forum Kepala Daerah (Forkada) se-
Kepulauan Nias;

3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar
daerah;
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i) menyelenggarakan Rapat Koordinasi
Pemnenntahan dan Rapat Kerja Pemerintahan;

1 Koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum;

k) menyelenggarakan peringatan hari jadi Kota
Gunungsitoli;

I} fasilitasi dan koordinasi administrasi kepala
daerah dan DPRD, meliputi:

1. Pengangkatan, pelantikan dan
pemberhentian  walikota  dan walil
walikota;

2. Pengangkatan, pelantikan dan
pemberhentian anggota DPRD  kota,
pengganti antar walktu;

m) menyelenggarakan fasilitasi administrasi izin ke
luar negeri;

n) mengkoordinasikan dan memfasilitasi
penyelesaian permasalahan di bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat;

o) membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan bailg

pl memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

gl melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian vang
tersedia;

1] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

s|] memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebapai dasar pengambilan kebijakan;
dan

t} melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Pemerintahan dan Administrasi

Kewilayahan mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan dan
pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang

Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kasubbag Pemerintahan dan Administrasi

Kewilayahan dalam melaksanakan tugas memiliki

rincian tugas :

a)l merencanakan program dan kegiatan subbagian
Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;

b} melaksanakan program dan kegiatan subbagian
Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;
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c) Melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis wurusan Pemerintahan, Administrasi
Kewilayahan dan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipl;

d) melaksanakan penataan administrasi
kewilayahan meliputi;

1. penerapan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di
kecamatamn;

2. Penilaian Kecamatan terbaik.

e] mempersiapkan keikutsertaan Kota pada
kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia
(APEKSI);
melaksanakan  kegiatan penetapan batas
Daerah, kecamatan, kelurahan dan desa;

gl melaksanakan pembinaan peranghkat,
administrasi, tugas, fungsi Kecamatan dan
Kelurahan;

h) melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintahan
dan Rapat Kerja Pemerintahan;

i)  melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat
Koordinasi dengan Instansi WVertikal dan
NGO /Lembaga pemberdayvaan masyarakat;

j] melaksanakan koordinasi penataan
administrasi tanah milik pemerintah Kota;

k] melaksanakan fasilitasi penetapan batas hutan;

] melaksanakan koordinasi pemetaan rupa bumi;

m} melaksanakan koordinasi penabalan nama
jalan;

n) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

o] memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

Pl melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi  kerja  pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian vang
tersedias

gl membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

r] memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan scbagal dasar pengambilan kebjakan;
dan

s8] melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama

mempunyai  tugas  merencanakan — kegiatan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas,
fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis, serta pembinaan dan pengendalian,
maonitoring dan evaluasi bidang Otonomi Daerah dan
Kerjasama,



(7) Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam
melaksanakan tugas memiliki rincian tugas :

)
bj
¢}

d}

i)
k)

1

s}

t)

merencanakan program dan kegiatan
subbagianotonomi daerah dan kerjasama;
melaksanakan Program dan kegiatan
subbagianotonomi daerah dan kerjasama;
melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis otonomi daerah dan kerjasama;
melaksanakan penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),
Laporan harian dan laporan bulanan Walikota;
melaksanakan fasilitasi Forum Kepala Daerah
(Forkada) se-Kepulauan Nias;

melaksanakan  koordinasi penyelenggaraan
pemilihan umum;

melaksanakan peringatan hari jadi Kota
Gunungsitoli;

melaksanakan fasilitasi pembentukan,
penghapusan dan penggabungan kecamatan
dan kelurahan;

melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah
antara Kecamatan dan Kelurahan ;
melaksanakan koordinasi dan  fasilitasi
kerjasama antar daerah,;

melaksanakan fasilitasi administrasi
pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian
kepala daerah dan anggota DPRD serta
pengganti antar waktu;

melaksanakan fasilitasi administrasi izin ke
haar negeri;

melaksanakanfasilitasi serahterima jabatan
Camat dan Lurah;

melaksanakan  fasilitasi  kunjungan  kerja
Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan;
mempersiapkan  keikutsertaan Kota pada
kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia
(APEKSI);

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan
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u) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Linmas mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas, [asilitasi perumusan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan dan
pengendalian, monitoring dan evaluasi urusan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas.

Kasubbag Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Linmas dalam melaksanakan tugas memiliki rincian

tugas :

a) merencanakan program dan kegiatan subbagian
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas;

b} melaksanakan program dan kegiatan subbagian
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas;

¢} melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Linmas;

d) melaksanakan  koordinasi dan  fasilitasi
penyclesaian masalah bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat;

¢} melaksanakan pengelolaan data dan informasi
bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat;

fl melaksanakan pengelolaan data dan informasi
konflik sosial;

gl melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik
sosial;

h} membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

i} memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

j] ~melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
sccara berkala melalul sistem penilaian yang
tersedia;

k] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

] memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Pasal 7

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan

Masyarakat

Kepala Bagian  Kesejahteraan  Rakyat dan
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
Menyiapkan perumusan kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
monitoring dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan
sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan,
pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan,
sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, koordinasi kerukunan umat beragama,
tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

aj perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga, keschatan, sosial,
pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, koordinasi kerukunan — umat
beragama tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan,
perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan
desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak serta administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

b} pelaksanaan  koordinasi dan penyusunan
program kegiatan serta petunjuk teknis
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
pendidikan, kebudayaan, Lkepemudaan dan
olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, koordinasi
kerukunan wumat beragama, fenaga kerja,

transmigrasi, kearsipan, perpustakaan,
pemberdayaan masyarakat dan
desa,pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak serta administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

c] pelaksanaan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, koordinasi
kerukunan umat beragama, tenaga kerja,
ransmigrasi, kearsipan, perpustakaan,
pemberdayaan masyarakat dan desa,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak serta administrasi kependudukan dan
pencatatan sapl;
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d)

¢

pelaksanaan pembinaan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
pendidikan, kebudayasan, kepemudaan dan
olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, koordinasi
kerukunan umat beragama, ftenaga kerja,
transmigrasi, kearsipan, perpustakaan,
pemberdayaan masyarakat dan desa,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak serta administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan
oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bagian  Kesejahteraan RKakyat dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan
tugas dan fungsi memiliki rincian tugas :

a)

b

i

I}

menyvelenggarakan penyusunan program dan
kegiaten bagian kesejahteraan rakyat dan
pemberdayaan masyarakat;

menyelenggarakan pelaksanaan program dan
kegiatan bagian kesejahteraan rakyat dan
pemberdayaan masyarakat,

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis
di bidang  kesejahteraan rakyat dan
pemberdayaan masyarakat;

menyelenggarakan koordinasi dengan
perangkat daerah/lembaga/unit kerja terkait
lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas di
bidang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan
masyarakat;

menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian
permasalahan bidang kesejahteraan ralyat;
menvelenggarakan rapat koordinasi dan temu
ramah antar umat beragama;
menyelenggarakan fasilitasi peringatan dan
pelaksanaan hari-har besar keagamaan;
menyelenggarakan fasilitasi pembinaan
kegiatan keagamaan di hngkungan
Pemerintahan Kota Gunungsitoli;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijjakan,
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m) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

merencanakan dan  melaksanakan  kegiatan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas,
fasilitasi perumusan Lkebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis, serta pembinaan, monitoring dan
evaluasi urusan bidang Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

serta Kerukunan Umat Beragama.

Kasubbag Kesejahteraan Rakyat dalam

melaksanakan tugas memiliki rincian tugas :

al] merencanakan program dan kegiatan subbagian
Kessjahteraan Rakyat;

b) melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian kesejahteraan rakyat;

c) melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis bidang kesejahteraan rakyat;

d) melaksanakan pengelolaan data dan informasi
terkait kesejahteraan rakyat;

] melaksanakan rapat koordinasi dan temu
ramah antar umat beragama,;

f) melaksanakan  fasilitasi peringatan dan
pelaksanaan hari-hari besar keagamaan;

g) melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan
keagamaan di lingkungan Pemerintahan Kota
Gunungsitoli;

h) melaksanakan monitoring dan evaluasi urusan
Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga, Kesehatan, Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana serta
Kerukunan Umat Beragama,

i) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

ji  memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
presiasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

I} membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

m) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

nj melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
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bl melaksanakan program dan kegiatan sub
bagiankearsipan dan perpustakaan;

¢) melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis kearsipan dan perpustakaan;

d) melaksanakan pengelolaan data dan informasi
kearsipan dan perpustakaan;

¢} melaksanakan pembinaan wurusan bidang
kearsipan dan perpustakaan;

fi melakukan monitoring dan evaluasi urisan
bidang kearsipan dan perpustakaan ;

g) melaksanakan fasilitasi peninghkatan kapasitas
pengelola kearsipan dan perpustakaan;

h)] menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan
prasarana urusan kearsipan dan perpustakaan;

i} melaksanakan penatausahaan arsip/dolumen
daerah;

jI menyelenggarakan perpustakaan daerah;

k] melaksanakan pembinaan perpustakaan di
wilayah kota;

] membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

m} memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

nj melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

o) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

pl memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

g0 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8
Bagian Hukum
Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan,

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi
bidang produk hukum dan telaahan hukum,
penyusunan peraturan  perundang-undangan,
bantuan hukum, dokumentasi serta penyuluhan
hukum.



(2

(3)

Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a1

bj

d)

f

penyusunan bahan kebijjakan pemerintah
daerah lingkup penyusunan peraturan
perundang-undangan, bantuan hukum serta
administrasi dokumentasi dan penyuluhan
hukum;

pemantauan dan  evaluasi  pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah lingkup
penyusunan peraturan perundang-undangan,
bantuan hukum serta administrasi
dokumentasi dan penyuluhan hukum;
pelaksanaan penyuUsSUnNan peraturan
perundang-undangan, bantuan hukum serta
administrasi dokumentasi dan penvuluhan
hukum;

pelaksanaan  konsultasi, koordinasi dan
ginkronisasi pelaksanaan tugas lingkup
penyusunan peraturan perundang-undangan,
bantuan hukum serta administrasi
dokumentasi dan penyuluhan hukum,
pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan penyusunan peraturan perundang-
undangan, bantuan hukum serta administrasi
dokumentasi dan penyuluhan hukuam;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya memiliki rincian tugas :

a)
b)

c)

d)

menyelenggarakan penyusunan program dan
kegiatan bagian hukum;

menyelenggarakan pelaksanaan program dan
kegiatan bagian hukum;

mengkoordinasikan dan mensinkronkan
kebijakan daerah dan produk hukum daerah
dengan berpedoman pada ketentuan yang
berlalu;

mengkoordinasikan perencanaan dan
perumusan pedoman  kebijakan  daersh
dibidang hukum dan peraturan perundang-
undangan;

menyvelenggarakan tugas-tugas legislasi dan
amistensi di lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli;

menyelenggarakan  tugas-tugas eksaminasi
terhadap produk kebijakan Pemerintah Kota;
menyelenggarakan pendokumentasian produk
hukum di lingkungan Pemerintah Kota;
mengkoordinasikan pemberian bantuan hukum
kepada aparatur daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Gunungsitoli;

memberikan pertimbangan hukum atas produk
kebijakan daerah;
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jl ~menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan
penyuluhan hukum di wilayah Kota;

k) menyvelenggarakan koordinasi hukum dengan
lembaga/perangkat daerah terkait kegiatan
pemerintah daerah;

] membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

m) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

n] melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

o) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

p)] memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

q) meclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan

mempunyai tugas merencanakan dan

melaksanakan kegiatan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta
pembinaan, monitoring dan  evaluasi bidang

Perundang-undangan.

Kasubbag Peraturan Perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas memiliki rincian nigas :

a) merencanakan program dan kegiatan sub
bagian Peraturan Perundang-undangan;

b) melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian Peraturan Perundang-undangan;

c) melaksanakan perumusan kebijakan, pedoman
dan petunjuk tcknis Peraturan Perundang-
undangan;

d} melaksanakan pembinaan urusan Peraturan
Perundang-undangan;

e) melakukan monitoring dan evaluasi
penyusunan produk hukum daerah dan
kebijakan perangkat dacrah;

f) melaksanakan pengelolaan data dan informasi
bantuan hukum,

g) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

h) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
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i} melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalul sistem penilaian yang
tersedia;

j] ~membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebyjakan;

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Bantuan Hukum mempunyai tugas
merencanakan dan  melaksanakan  kegiatan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas,
fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis, serta pembinaan, monitoring dan
evaluasi Bantuan Hukum

Kasubbag Bantuan Hukum dalam melaksanakan

tugas memiliki rincian tugas :

a) merencanakan program dan kegiatan sub
bagian bantuan huloum;

b) melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian bantuan hukum;

c¢) melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis bantuan hukum;

d) melaksanakan pengelolaan data dan informasi
bantuan hukum;

e) melaksanakan pembinaan wrusan Bantuan
Hukum;

fi ~melaksanakan pendampingan hukum kepada
lembaga/aparat pemerintah daerah dan
pemerintah desa yang berhadapan dengan
hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi;

gl membag tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

h) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

i) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

jl ~membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

] melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
mempunyai tugas merencanakan dan
melaksanakan  kegiatan, - mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta
pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan bidang

Dokumentasi dan Penyuluhan Hulkum.

Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

dalam melaksanakan tugas memiliki rincian tugas :

a) merencanakan program dan keglatan sub
bagian dokumentasi dan penyuluhan hukum;

b] melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian dokumentasi dan penyuluhan hukum;

c) melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis dokumentasi dan penyuluhan hukum;

d] melaksanakan pengelolaan data dan informasi
dokumentasi dan penyuluhan hukum;

e) melaksanakan pendokumentasian produk-
produk hukum dacrah dan produk-produk
hukum lainnya;

) melaksanakan pencatatan dan pengisian
register tentang Lembaran Daerah dan Berita
Daerah;

g) menghimpun, mengklasifikasikan dan
memelihara seluruh  dokumentasi, katalog,
hteratur hukum;

h) mempublikasikan peraturan perundang-
undangan wyang diterima  sebagai produk
hukum untuk diketahui oleh seluruh perangkat
daerah;

i} mencatat produk hukum daerah lainnya yang
dikeluarkan Pemerintah Kota;

j}  melakukan monitoring dan evaluasi
Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;

k) melaksanakan penyuluhan hukum;

I} membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

m} memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

n] melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

o] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

p] memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

gq) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Pasal 9
Bagian Perekonomian dan SBumber Daya Alam

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan
kebijakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan
evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya
urusan pemerintahan bidang pariwisata, keuangan,
pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha
kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan, lin

hidup, energi dan sumber daya mineral serta BUMD,

Kepala Bagian Perckonomian dan Sumber Daya

Alam mempunyai fungs: :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang keuangan, pariwisata,
pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi
usaha kecil dan menengah, penanaman modal,
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya
mineral, serta analisis makro ckonomi, sarana
perekonomian dan BUMD;

b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan  penyusunan  program
kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang pariwisata,
keuangan, pangan, perindustrian, perdagangan,
koperasi usaha  kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,
energi dan sumber daya mineral, serta analisis
makro ekonomi, sarana perekonomian dan
BUMD;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
keuangan, pariwisata, pangan, perindustrian,
perdagangan, koperasi usaha kecil dan
menengah, penanaman modal, pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya
mineral, serta analisis makro ckonomi, sarana
perekonomian dan BUMD;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan
sumber daya  penvelenggaraan urusan
pemerintahan bidang keuangan, pariwisata,
pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi
usaha kecil dan menengah, penanaman modal,
p:crt&niﬂn. kehutanan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya
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mineral, serta analisis makro ckonomi, sarana
perekonomian dan BUMD; dan

pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bagian Perckonomian dan Sumber Daya
Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsi
memiliki rincian tugas ;

a)
b
c)

d)

h)

il
k)

menyelenggarakan penyusunan program dan
kegiatan bagian perekonomian dan SDA;
menyelenggarakan pelaksanaan program dan
kegiatan bagian perekonomian dan SDA;
menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis
di bidang perckonomian dan SDA:
menyelenggarakan koordinasi denganperangkat
daerah/lembaga/unit kerja terkait lainnya
dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang
kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan
masyarakat;

menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian
permasalahan bidang kesejahteraan rakyat;
menyelenggarakan rapat koordinasi
perckonomian;

menyelenggarakan  koordinasi  perumusan
kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pariwisata, keuangan,
pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi
usaha kecil dan menengah, penanaman modal,
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya
mineral, serta analisis makro ekonomi, sarana
perekonomian dan BUMD;

menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan
laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang keuangan, pariwisata, pangan,
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha
kecil dan menengah, penanaman modal,
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya
mineral, serta analisis makro ckonomi, sarana
perekonomian dan BUMD;

menyelenggarakan pembinaan administrasi dan
sumber daya  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan bidang keuangan, pariwisata,
pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi
usaha kecil dan menengah, penanaman modal,
p&rtanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
quglnmgan hidup, energi dan sumber daya
mineral, serta analisis makro ekonomi, sarana
perekonomian dan BUMD;

menyelenggarakan koordinasi penyaluran
Beras Sejahtera (Rastra);

menyelenggarakan  koordinasi  pengendalian
inflasi daerah;
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I} menyelenggarakan  koordinasi pengelolaan
sumber daya alam;

m) menyelenggarakan koordinasi bidang
pemanfaatan energi;

n}] menyelenggarakan koordinasi fasilitasi
kerjasama BUMD /BUMN dan PMA;

o] menyelenggarakan pengelolaan data dan
informasi bidang perekonomian;

pl menyelenggarakan pengawasan penyaluran
pupuk bersubsidi;

gl menyelenggarakan pengawasan penvaluran
minyak bersubsidi;

r)] membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

s) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

t} melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sisiem penilaian yang
tersedia;

u] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

v)] memberikan saran dan pertimbangan kepada
:msan sebagal dasar pengambilan kebijakan;

an

w] melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag  Perekonomian mempunyai tugas
merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta
pembinaan dan pengendalian, monitoring dan
evaluasi urusan bidang Perekonomian.

Kasubbag Perekonomian dalam melaksanakan tugas

memiliki rincian tugas :

a) melaksanakan penyusunan program dan
kegiatan sub bagian perekonomian;

b) melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian perckonomian;

c] melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis bidang perekonomian;

d] melaksanakan fasilitasi pembinean dan
pengendalian bidang Perekonomian:

e} melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang
perckonomian;
menghimpun dan mengelola data dan informasi
bidang perckonomian;

gl melaksanakan rapat koordinasi bidang
perekonomian:
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h] melaksanakan koordinasi penyaluran Beras
Sejahtera (Rastral;

i) melaksanakan koordinasi pengendalian inflasi
daerah;

j] ~melaksanakan pengawasan penyaluran pupuk
bersubsidi;

k] melaksanakan pengawasan penyaluran minyak
bersubsidi;

I} membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

m) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

n] melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

o] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

p)] memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Sumber Daya Alam mempunyai tugas
merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta
pembinaan dan pengendalian, monitoring dan
evaluasi urusan bidang Sumber Daya Alam

Kasubbag Sumber Daya Alam dalam melaksanakan

tugas memiliki rincian tugas :

a) melaksanakan penyusunan program dan

kegiatan sub bagian perekonomian,
b] melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian perekonomian;

c) melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis bidang perekonomian,

d] meclaksanakan fasilitasi pembinaan dan
pengendalian urusansumber daya alam;

e] melaksanakan meonitoring dan  evaluasi

dangsumber daya alam ;

f) melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber
daya alam;

g] melaksanakan koordinasi bidang pemanfaatan
energ:;

h) menghimpun dan mengelola data dan informasi
terkait sumber daya alam;

i} membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;
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il memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

kj melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan scbagai dasar pengambilan kebijakan;

m) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD
mempunyai tugas  merencanakan  kegiatan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas,
fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis, serta pembinaan dan pengendalian,
monitoring dan evaluasi urusan fungsi koordinasi
bidang Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD.

Kasubbag Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD

dalam melaksanakan tugas memiliki rincian tugas :

a) melaksanakan penyusunan program dan
kegiatan sub bagian Koordinasi Penanaman
Modal dan BUMD;

bB) melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian Koordinasi Penanaman Modal dan
BUMD;

c] melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis bidang Koordinasi Penanaman Modal dan
BUMD;

d) melaksanakan fasilitasi pembinaan dan
pengendalian  terkait Koordinasi Penanaman
Modal dan BUMD;

e] melaksanakan  monitoring dan  evaluasi
urusanKoordinasi Penanaman Modal dan
BUMD;

fi] melaksanakan koordinasi fasilitasi kerjasama
BUMD/BUMN dan PMA;

g}l menghimpun dan mengelola data dan informasi
terkait Penanaman Modal dan BUMD di

wilayah kota;

h) melaksanakan perumusan kelayakan dan
pengembangan BUMD;

i melaksanakan koordinasi CSR [corporate social
responsibility);

jl membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

k) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;



Iy melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
sccara berkalas melalui sistem penilaian yang
tersedia;

m|) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagal dasar pengambilan kebijakan;

n} memberikan saran dan pertiimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur

(1)

(2)

Bagian Administrasi Pembangunan dan
Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan
perurnusan kebijakan, mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan
evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan tekms, administrasi dan sumberdaya,
penyusunan dan pengendalian program, monitoring
dan evaluasi pembangunan, administrasi
pelaksanaan dan kebijakan pembangunan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan

Infrastruktur mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan penviapan perumusan kebijakan
penyusunan dan  pengendalian program,
monitoring dan evaluasi pembangunan,
administrasi  pelaksanaan dan  kebijakan
pembangunan, pekerjaan umum dan penataan
tfuang, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, pertanahan, perhubungan,
komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian;

bl pelaksanaan koordinasi dan penyusunan
program kegiatan serta petunjuk teknis
pelaksanaan penyusunan dan pengendalian
prograrm, monitoring dan evaluasi
pembangunan, administrasi pelaksanaan dan
kebijakan pembangunan, pekerjaan umum dan
penataan  ruang, perumahan rakvat  dan
kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan  informatika,
statistik dan persandian;
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pelaksanaan monitoring dan evaluasi
administrasi kebijakan penyusunan dan
pengendalian program, monitoring dan evaluasi
pembangunan, administrasl pelaksanaan dan
kebijakan pembangunan, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian;

pelaksanaan pembinaan fteknis penyusunan
dan pengendalian program, monitoring dan
evaluasi pembangunar, administrasi
pelaksanaan dan kebijakan pembangunan,
pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
pertanahan, perhubungan, komunikasi dan
informatika, statistik dan persandian; dan
pelaksanaan tugas-tugas lain yang
diberikanpimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan
Infrastruktur dalam melaksanakan tugas dan fungsi
memiliki rincian tugas :

aj

bj

c)

d)

menyelenggarakan penyusunan program dan
kegiatan bagian administrasi pembangunan dan

infrastruktur ;

menyelenggarakan pelaksanaan program dan
kegiatan bagian administrasi pembangunan dan
infrastruktur ;

menyelenggarakan rapat koordinasi
pembangunan;

menvelenggarakan monitoring dan evaluasi
pembangunan terkait kebijakan daerah dan
tugas pembantuan;

menyelenggarakan  pelaporan  pelaksanaan
program dan kegiatan APBD;
menyelenggarakan penyusunan standar
harga/standar biaya masukan;
menyelenggarakan penyusunan standar analisa
belanja/standar biaya keluaran;
menyelenggarakan penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastukiur dasar data
center, disaster recovery ceriters TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan alses
internet,

menyelengparakan layanan sistem komunikasi
intra pecmernntah daecrah kota, layanan
keamanan informasi e-Government, layanan
manajemen data dan informasi e-Government,
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layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik dan spesifik dan suplemen
yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem
TIK Smart City, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) pemerintah
daerah kota, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah Kota dan masyarakat,
layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota;

ji ~menyelenggarakan pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi di
wilayah kota;

k] menyelenggarakean fasilitasi layanan pengadaan
secara elektronik fe-procurment};

I}  menyelenggarakan koordinasi pembinaan jasa
konstrukei;

m) menyelenggarakan tata kelola persandian,
pengamanan persandian, pengawasan dan
evaluasi penyelenggaraan persandian;

n)] menyelenggarakan pengelolaan data dan
mnformasi statistik;

o] menyelenggarakan penyusunan bahan LKPJ
sekretariat daerah kota;

pl menyelenggarakan penyusunan Keputusan
Kepala Daerah tentang Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa
Pengpuna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,

q) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

r) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

s8] melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja  pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

tf membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

u] memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

v] melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Administrasi Pembangunan mempunyai

tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas,
fasilitasi perumusan Lkebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis, serta pembinaan, monitoring dan
evaluasi urisan bidang Penyvusunan dan

Pengendalian Program, Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan, administrasi pelaksanaan dan

kebijakan pembangunan.



(5) Kasubbag Administrasi Pembangunan dalam
melaksanakan tugas memiliki rincian tugas :

1)
2)

3]

4]

5)

6]

7)

8)

9]

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

merencanakan program dan kegiatan sub
bagian Peraturan Perundang-Undangan;
melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian Peraturan Perundang-Undangan;
melaksanakan perumusan kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis Penyusunan dan
Pengendalian Program, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan, Administrasi
Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan;
memfasilitasi pembinaan Penyusunan dan
Pengendalian Program, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan, Administrasi
Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunar;
melakukan monitoring dan evaluasi
Penyusunan dan Pengendalian Program,
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan,
Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan
Pembangunarn;

melaksanakan penyusunan standar biaya
umum;

melaksanakan rapat koordinasi pembangunan
terkait pelaksanaan kebijakan daerah dan
tugas pembantuan;

melaksanakan penyusunan bahan LKPRJ
sekretariat daerah;

melaksanakan penyusunan Keputusan Kepala
Daerah tentang Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang,

melaksanakan penghimpunan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan APBD;
melaksanakan perumusan kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis Peraturan Perundang-
undangan;

melaksanakan pembinaan urusan Peraturan
Perundang-undangan;

melakukan monitoring dan evaluasi
penyusunan produk hukum daerah dan
kebijakan perangkat daerah;

melaksanakan pengelolaan data dan informasi
administrasi pembangunan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnys agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;
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18] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan scbagai dasar pengambilan kebijakan;

19) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

20) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Infrastruktur mempunyai tugas

mempunyai tugas melaksanakan fungsi koordinasi,

merencanakan kegiatan, mengevaluasi  dan
melaporkan  pelaksanaan  tugas, fasilitasi
perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis, serta pembinaan, monitoring dan evaluasi
urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Pertanahan, Perumahan Rakyat, Eawasan

Pemukiman dan Perhubungan.

Kasubbag Infrastruktur dalam melaksanakan tugas

memiliki rincian tugas :

a) merencanakan program dan kegiatan subbagian
infrastruktur;

b) melaksanakan program dan kegiatan subbagian
infrastruktur;

c) melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat,
Kawasan Pemukiman dan Perhubungan ;

d) merencanakan kegiatan Sub Bagian
Infrastruktur ;

e/ mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian Infrastruktur ;

f) melaksanakan fasilitasi pembinaan urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Pertanahan, Perumahan Rakyat, Kawasan
Pemukiman dan Perhubungan;

g) melaksanakan monitoring dan evaluasi urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Pertanahan, Perumahan Rakvat, Kawasan
Pemukiman dan Perhubungan;

h) melaksanakan koordinasi pembinaan jasa
konstruks:;

i) melaksanakan penyusunan standar harga
bahan/barang konstruksi dan non konstruksi;

il melaksanakan penyusunan standar analisa
belanja;

k] melaksanakan pengelolaan data dan informasi
infrastruktuar;

)] membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

m} memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
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n] melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
sccara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

o] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan scbagai dasar pengambilan kebijakan;

p) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Komunikasi dan Informatika mempunyai

tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas,
fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis, serta pembinaan, monitoring dan
evaluasi urusan bidang Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian.

Kasubbag Komunikasi dan Informatika dalam

melaksanakan tugas memiliki rincian tugas :

a) merencanakan program dan kegiatan sub
bagian Komunikasi dan Informatika,

b} melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian Komunikasi dan Informatika;

¢)] melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis urusan bidang
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Perszandian;

d) merencanakan kegiatan Sub Bagian
Komunikasi dan Informatika;

e mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian Komunikasi dan
Informatika;

fi memfasilitasi pembinaan wurusan bidang
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

g) melakukan monitoring dan evaluasi urusan
bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

h) melaksanakan penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data
center, disaster recovery centerfs TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan alkses
internet,

i) melaksanakan layanan sistem komunikasi intra
pemerintah daerah kota, layanan keamanan
informasi e-Government, layanan manajemen
data dan informasi e-Government, layanan
pengembangan dan  pengelolaan  aplikasi
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generik dan spesific dan suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penvelenggaraan ekosistem
TIK Smart City, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIQ) pemerintah
daerah kota, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan
masyarakat, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan kota;

ji  melaksanakan pengawasan dan pengendalian
menara telekomunikasi di wilayah kota;

k) melaksanakan fasilitasi layanan pengadaan
secara elektronik (e-procurment);

] melaksanakan tata  kelola  persandian,
pengamanan persandian, pengawasan dan
evaluasi penyelenggaraan persandian;

m) melaksanakan pengelolaan data dan informasi
statistik;

n)] membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

o) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

p] melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi  kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

q) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

r) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan scbagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
mempunyai  tugas menyiapkan perumusan
kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program
kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,
administrasi dan sumberdaya, pengadaan barang
dan jasa,
Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa
mempunyai fungsi :
a) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan
penyvusunan dan  pengendalian  program,
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b)

€)

monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan
jasa;

pelaksanaan  koordinasi dan  penyusunan
program kegiatan serta petunjuk teknis
pelaksanaan penyusunan dan pengendalian
program, monitoring dan evaluasi pengadaan
barang dan jasa;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi
administrasi  kebijakan penyusunan dan
pengendalian program, monitoring dan evaluasi
pengadaan barang dan jasa;

pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan
dan pengendalian program, monitoring dan
evaluasi pengadaan barang dan jasa;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang
diberikanpimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam
melaksanakan tigas dan fungsi memiliki rincian
tugas :

al
B
c)
d)
€]

f)

b

il

k|

1)

menyelenggarakan tugas memimpin  dan
mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP,;
menyelenggarakan perencanaan program dan
kegiatan bagian pengadaan barang dan jass;
menyelengegarakan pelaksanaan program dan
kegiatan bagian pengadaan barang dan jasa;
merencanakan penyusunan dan pelaksanaan
strategi pengadaan ULP;

merencanakan penyusunan program kerja dan
anggaran ULF;

menyelenggarakan pengawasan seluruh
kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan
melaporkan apabila ada  penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan;
menyelenggarakan pembuatan laporan
pertangrungawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa kepada kepala daerah;
menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan
dan pembinaan sumber daya manusia ULP;
menyelenggarakan penugasan / penempatan [
pemindahan anggota ULP ke dalam Kelompok
Kerja;

menyelenggarakan pengusulan pemberhentian
anggota ULP kepada Kepala Daerah, apabila
terbukti melakukan pelanggaran peraturan
perundang-undangan dan/atau KKN;
merencanakan pengusulan pejabat fungsional
umum [/ jabatan pelaksana [ pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai
personil ketatausahaan [ sekretarviat ULP
sesuai dengan kebutuhan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;
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m) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peninghkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

n] melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

o) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan:

pl memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

ql] melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi dan

Jasa Lainnya mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan dan
pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang

Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa

Lainnya.

Kasubbag Lavanan Pengadaan Jasa Konstruksi dan

Jasa Lamnya dalam melaksanakan tugas memilika

rincian tugas ;

a] melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
strategi pengadaan ULP bidang Layvanan
Pengadaan .Jaza Konstruksi dan Jasa Lainnya;

bl melaksanakan perencanaan program dan
kegiatan bidang Layanan Pengadaan Jasa
Konstruksi dan Jasa Lainnya;

¢} melaksanakan program dan kegiatan bidang
Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa
Lainnya;

d] melaksanakan pengawasan kegiatan pengadaan
barang/jasa dan melaporkan apabila ada
penyimpangan dan fatau indikasi
penyimpangan di ULP bidang Layanan
Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya;

¢) melaksanakan penyusunan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa bidang Layanan
Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya
kepada kepala daerah;

f] membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

g) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja  pelaksanaan tugas bawahan
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secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

i) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

1) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan scbagal dasar pengambilan kebijakan;
dan

kl nmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuail dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Konsultansi mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan dan
pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.

Kasubbag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Konsultansi dalam melaksanakan tugas memiliki

rincian tugas :

a)] melaksanakan penyusunan dan peclaksanaan
strategi pengadaan ULP bidang Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

b melaksanakan perencanaan program dan
kegiatan bidang Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa Konsultansi;

¢) melaksanakan program dan kegiatan bidang
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Konsultansi;

d) melaksanakan pengawasan kegiatan pengadaan
barang/jasa dan melaporkan apabila ada
penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan di ULP bidang Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

e} melaksanakan penyusunan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa  bidang Layanan
Pengadaan Bearang dan Jasa Konsultansi
kepada kepala daerah;

fi] membag tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tupgas dapat
berjalan dengan baik;

g} memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

h} melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

1 membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan scbagal dasar pengambilan kebijakan;

i) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan secbagal dasar pengambilan Kebijakan;
dan
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k) melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Pembinaan Barang dan Jasa mempunyai
tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta
pembinaan dan pengendalian, monitoring dan
evaluasi bidang Pembinaan Barang dan Jasa.

Kasubbag Pembinaan Barang dan Jasadalam

melaksanakan tugas memiliki rincian tugas :

a) melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
strategi pengadaan ULP bidang Pembinaan
Barang dan Jasa;

b} melaksanakan perencanaan program dan
kegiatan bidang Pembinaan Barang dan Jasa;

c¢) melaksanakan program dan kegiatan bidang
Pembinaan Barang dan Jasa;

d) melaksanakan pengawasan kegiatan pengadaan
barang/jasa dan melaporkan apabila ada

penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan di ULP bidang Pembinaan
Barang dan Jasa;

e) melaksanakan pEnyusUnan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa bidang Pembinaan
Barang dan Jasa kepada kepala dacrah;

fi melaksanakan pengembangan dan pembinaan
sumber daya manusia ULP,

g) melaksanakan pengusulan pemberhentian
anggota ULP kepads kepala daerah, apabila
terbukti melakukan pelanggaran peraturan
perundang-undangan dan/atau KKN;

h) melaksanakan pengusulan pejabat fungsional
urnum/jabatan pelaksana/pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja sebagai personil
ketatausahaan,sekretariat ULP sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan yang berlalkou.

i} membagi tugas kepada bawahan sesual dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

i} memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

k] melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugss bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

1) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

m)] memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan scbagai dasar pengambilan kebijakan;
dan
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n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12
Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan

Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan
mempunyai  tugas menyiapkan — perumusan
kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program
kegiatan dan penvelenggaraan pembinaan teknis,
administrasi dan sumber daya, urusan
rumahtangga, administrasi keuangan  dan
perlengkapan, kepegawaian pada  Sekretariat

Daerah, urusan tata usaha kepala daerah dan wakil

kepala daerah, tata usaha sekretaris daerah dan tata

usaha staf ahli.

Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan

mempunyai fungsi:

a) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan
urusan rumahtangga, administrasi keuangan
dan perlengkapan, kepegawaian Sekretariat
Daerah, urusan tata usaha kepala daerah dan
wakil kepala daerah, tata usaha sekretaris
daerah dan tata usaha staf ahli ;

bl pelaksanaan koordinasi dan penyusunan
program kegiatan serta petunjuk teknis
pelaksanaan urusan rumahtangga, administrasi
keuangan dan perlengkapan, kepegawaian
Sekretariat Daerah, urusan tata usaha kepala
daerah dan wakil kepala daerah, tata usaha
sekretaris daerah dan tata usaha staf ahli ;

c] pelaksanaan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan urusan rumahtangga,
administrasi keuangan dan perlenghkapan,
kepegawaian Sekretariat Daerah, urusan tata
usaha kepala daerah dan wakil kepala daerah,
tata usaha sekretaris daerah dan tata usaha
stafl ahli;

d} pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi
scrta  sumber daya wurusan rumahtangga,
administrasi keuangan dan perlengkapan,
kepegawaian Sekretariat Daerah, urusan tata
usaha kepala daerah dan wakil kepala daerah,
tata usaha sekretaris daerah dan tata usaha
staf ahli; dan

e] pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan

dalam melaksanakan tugas dan fungsi memiliki

rincian tugas :
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a) menyelenggarakan penyusunan program dan
kegiatan bagian umum dan tata wusaha
pimpinan;

b) menyelenggarakan pelaksanaan program dan
kegiatan bagian umum dan tata wusaha
pimpinan;

c)] menyelengearakan perumusan kebijakan
teknis di bidang umum dan tata wusaha
pimpinan;

d) menyelenggarakan koordinasi denganperangkat
daerah/lembaga/unit kerja terkait lainnya
dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang
umum dan tata usaha pimpinan;

&)l mengkoordinir penyiapan administrasi
keuangan Kepala Daerah ;

i menelii dan  memproses  kelengkapan
administrasi pengajuan dan pembuatan BRJ
keuangan yang dikelola oleh Bagian Umum
dan Tata Usaha Pimpinan ;

g] merencanakan dan menyelenggarakan
kebutuhan rumah tangga Walikota, Wakil
Walikota dan Sekretariat Daerah Kota
Gunungsitoli ;

h) mengkoordinir pengaturan dan pemanfaatan
kendaraan dinas dan aset daerah lainnya

ij membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

il  memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

k] melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

m) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Rumah Tangga
mempunyai tugas merencanakan kegiatan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas,
fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis, =serta pembinaan dan
pengendalian, monitoring dan evaluasi urusan
bidang umum, kepegawaian dan rumah tangga.

Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Rumah Tangga

dalam melaksanakan tugas memiliki rincian tugas :
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m)

a)

Pl

melaksanakan penyusunan program dan
kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan
rumah tangga;

melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian umum, kepegawaian dan rumah tangga;
melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis bidang umum, kepegawaian dan rumah
tangga;

mengurus keperluan rumah jabatan Walikota,
Wakil Walikota dan sekretaris daerah;
melaksanakan pengawasan penggunaan dan
pemeliharaan kendaraan dinas operasional di
Sekretariat Daerah;

melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan
kendaraan dinas bagi para pejabat pemerintah
daecrah;

melaksanakan pengaturan dan pendistribusian
pemanfaatan Bahan Bakar Minyak [BEM)
kendaraaan dinas dan untuk kepentngan
dinas;

melaksanakan pengurusan surat-surat
kendaraan dan surat-surat lainnya yang
diperiukan;

melaksanakan pengaturan  jadwal dan
persiapan tempat pertemuan/rapat dan atau
acara lainnya vyang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kota Gunungsitoli;

melaksanakan penataan kebersihan ruang
kantor dan pekarangan di lingkungan
Sekretariat Daerah;

melaksanakan penataan sistem jaringan listrik
dan pemeliharaan alat audio visual,
melaksanakan penataan dan  pengelolaan
administrasil surat menyurat dan kearsipan;
melaksanakan distribusi surat;

melaksanakan penataan dan pengelolaan
administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat
Daerah;

menyiapkan bahan dalam rangka
peningkatandisiplin pegawai dan kesejahteraan
pegawai lingkup sekretariat daerah;
melaksanakan  penyusunan  Daftar Urat
Kepangkatan, data bezzeting kepegawaian,
daftar  pensiun/mutasi pegawai lingkup
sekretariat daerah;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
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s) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
sccara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

t) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

u] memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

v] melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Administrasi Keuangan dan Perlengkapan
mempunyai tugas merencanakan  kegiatan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas,
fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis, serta pembinaan dan pengendalian,
monitoring dan evaluasi urusan bidang administrasi
keuangan dan perlengkapan,

Kasubbag Administrasi Keuangan dan Perlengkapan

dalam melaksanakan tugas memiliki rincian tugas :

a] melaksanakan penyusunan program dan
kegiatan sub bagian admimistrasi keuangan dan
perlengkapan;

b} melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian administrasi keuangan dan
perlengkapan;

¢) melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis bidang administrasi keuangan dan
perlengkapan;

d] menyusun Rencana Belanja, Gaji Pegawai
Sekretariat Daerah;

e} menyiapkan bahan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) SKPD di lingkungan Sekretariat
Daerah;

fi) melaksanakan verifikasi, validasi dan
pengendalian  setiap pengajuan  keuangan/
Surat Permintaan Pembayvaran (SPP) di
lingkungan Sekretariat Daerah;

g) menghimpun, memverifikasi dan memvalidasi
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan yang
disampaikan oleh Bagian-Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah;

h) menyvusun laporan evaluasi atas pelaksanaan
tugas-tugas pengelolaan keuangan Sekretariat
Daerah berdasarkan data yang terkumpul dari
Bagian-Bagian di lingkungan  Sekretariat
Daerah;

i) menyusun laporan pertanggungiawaban atas
pelaksanaan pengelolaan keuangan,

1 menyusun dan mempersiapkan | rencansa
kebutuhan barang perlengkapan Sekretariat
Daerah;
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k] menyusun rencans kebutuhan dan
mendistribusikan barang perlengkapan;
] melaksanakan pemeliharaan dan perawatan

perlengkapan;

m)] melaksanakan inventarisasi barang/aset
lingkup selkretariat daerah;

n] melaksanakan koordinasi pengelolaan

administrasi keuangan dan perlengkapan;

o] membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

pl memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

gl melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawshan
secara berkala melalni sistem penilaian yang
tersedig;

1] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

s] memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

t} melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuail dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Tata Usaha Pimpinan mempunyal tugas
merencanalkan kegiatan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta
pembinaan dan pengendalian, monitoring dan
evaluasi bidang tata usaha pimpinan.

Kasubbag Tata Usaha Pimpinan dalam

melaksanakan tugas memiliki rincian tugas :

a) melaksanakan penyusunan program dan
kegiatan sub bagian tata usaha pimpinan;

bl] melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian tata usaha pimpinan;

c) melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis bidang tata usaha pimpinan;

d] melaksanakan  fasilitasi pembinaan dan
pengendalian terkait tata usaha pimpinan;

el melaksanaan urusan administratif vang
meliputi penerimaan, pencatatan dan
penyampaian naskah dinas yang ditujukan
kepada pimpinan dan pendistribusian naskah
dinas;

f) melaksanakan penyusunan naskah sambutan
pimpinan, pemantauan dan koordinasi tindak
lanjut disposisi surat pimpinan;

g} melaksanakan penyediaan, penggandaan
naskah dinas serta pengamanan penyimpanan
sementara dokumen pimpinan;
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h) melaksanakan penataan, pengaturan dan
pemeriksaan terhadap semua naskah dinas
vang akan ditandatangani oleh pimpinan;

i] melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan
terhadap berbagai catatan yang menjadi
keperluan pimpinan;

j) menyediakan  berbagai keperluan ruang
pimpinan serta penyiapan bahan dan data yang
diperlukan oleh pimpinan;

k) melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja
perangkat daerah dalam agenda pimpinan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan
kerja perangkat daerah terkait;

1] melaksanakan  monitoring dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
PLTIPITIED;

m) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

n)] memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

p) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

q) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

r] melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13
Bagian Organisasi
Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan,

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi
dan sumber daya di bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban
kerja, pelayanan publik dan pengembangan kinerja
organisasi.

Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan
di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa
beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik
dan pengembangan kinerja organisasi;
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c)

d)

€)

pelaksanaan koordinasi dan  penyusunan
program kegiatan serta petunjuk teknis
pelaksanaan di bidang kelembagaan, analisa
jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan,
pelayanan publik dan pengembangan kinerja
OTEANISABL

pelaksanaan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di bidang kelembagaan, analisa
jabatan, analisa beban kena, ketatalaksanaan,
pelayanan publik dan pengembangan kinerja
organisasi;

pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi
serta sumber daya di bidang kelembagaan,
analisa jabatan, analisa beban kerja,
ketatalaksanaan, pelayanan  publik  dan
pengembangan kinerja organisasi; dan
pelaksanaan tugas-tugas lain yvang diberikan
olehpimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bagian Organisasi dalam melaksanakan
tugas dan fungsi memiliki rincian tugas :

a)

menyelenggarakan perumusan konsep
kebijakan Walikota di bidang kelembagaan,
analisa jabatan, ketatalaksanaan,
pengembangan kinerja dan pelayanan publik;
meyelenggarakan perumusan program kegiatan
bagian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya dan peraturan perundang-
undangan;

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sub
bagian kelembagran dan analisa jabatan, sub
bagian ketatalaksanaan, dan sub bagian
pengembangan kinerja;

membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan
operasional / teknis di bagian organisasi;
mengarahkan tugas bawahan dengan
memberikan petunjuk dan bimbingan baik lisan
maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan evaluasl dan penilaian kinerja
bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pada Bagian Organisasi;

menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat
pada Bagian Organisasi;

menghkoordinasikan penyusunarn Standar
Operasional Prosedur (SOP) di bidang
kelembagaan, analisa jabatan,
ketatalaksanaan, pengembangan kinerja dan
pelayanan publik;

mengkoordinasikan  penyusunan  petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis kelembagaan,
analisa jabatan, ketatalaksanaan,
pengembangan kKinerja dan pelayanan publik;
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menyelenggarakan pengumpulan data,
informasi, permasalahan, peraturan perundang-
undangan dan kebijjaksanaan teknis vang
berkaitan dengan kelembagaan, analisa
jabatan, ketatalaksanaan, pengembangan
kinerja dan pelayanan publik;
mengkoordinasikan — pelaksanaan — Kegiatan
operasional/teknis di bidang kelembagaan,
analisa jabatan, ketatalaksanaan,
pengembangan kinerja dan pelayanan publik;
menyelenggarakan kegiatan operasional/teknis
di bidang kelembagaan, analisa jabatan,
ketatalaksanaan, pengembangan kinerja dan
pelayanan publik berdasarkan peraturan
perundang-undnagan vang berlaku;
mengkoordinasikan  pelaksanaan pembinaan
teknis di bidang kelembagaan, analisa jabatan,
ketatalaksanaan, pengembangan kinerja dan
pelayanan publik;

menyelenggarakan — pengembangan  analisa
jabatan;

menyelenggarakan penyiapan bahan
perumusan kelembagaan Pemerintah Daerah;
menyelenggarakan  pengembangan  budaya
organisasi dan kapasitas kelembagaan;
mengkoordinasikan  pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
menyelenggarakan penyusunan sistem dan
prosedur;

mengkoordinasikan penyvusunan standarisasi
dan penatalaksanaan pelayanan publik;
mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi
daerah;

menyelenggarakan fasilitasi pembinaan,
pengembangan, peningkatan kapasitas dan
penilaian kinerja serta penilaian angka kredit
jabatan fungsional

mengkoordinasikan pengelolaan kesekretariatan
Bagian;

menyelenggarakan pengawasan/ monitoring
pelaksanaan kegiatan operasional/teknis di

Bagian Organisasi;
menyelenggarakan pendokumentasian kegiatan
kelembagaan, analisa jabatan,

ketatalaksanaan, pengembangan kinerja dan
pelavanan publik serta kepiatan lain sesuai
dengan bidang tugasnya

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian
dengan cara mengukur pencapaian program
kerja yang telah dizusun untuk bahan laporan
kepada atasan dan kebijakan lebih lanjut;
melaporkan pelaksanasn tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
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aa) melaksanakan tugaes kedinasan lain vyang
diperitahkan pimpinan baik lisan maupun
tertulis.

Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan
mempunyai tugas merencanakan kegiatan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas,
fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis, serta pembinaan, monitoring dan
evaluasi bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan

Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan dalam

melaksanakan tugas memiliki rincian tugas :

a) merencanakan operasional program kegiatan
sub bagian kelembagsan dan analisa jabatan
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya dan  peraturan  perundang-
undangan;

b} melakukan penyiapan rencana kegiatan dan
anggaran sub bagian kelembagaan dan analisa
jabatan berdasarkan rentra sekretariat daerah:

c} melakukan penyampaian rencana program
kerja sub bagian kelembagsan dan analisa
jabatan kepada atasan untuk ditetapkan
menjadi program kerja;

d} melakukan pengumpulan dan mempelajan
peraturan perundang-undangan, kebijakan
danpetunjuk teknis serta bahan-bahan lain
vang berhubungan dengan tugas dan fungsi
bidang kelembagaan dan analisa jabatan;

e] melakukan penyiapan dan penyampaian
rancangan S0P di bidang kelembagasan dan
analisa jabatan;

f) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan lancar;

gl memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas,;

h) menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan vang berlaku;

i) melaksanakan pengawasan / monitoring
pelaksanaan  kegiatan operasional/teknis di
sub bagian kelembagaan dan analisa jabatan;

j] menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk
teknis penyusunan dan penataan organisasi,
analisa jabatan dan analisa beban kerja di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

ki menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi
organisasi dan tata kerja kelembagaan,analisa
jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah;

I}  mengumpulkan rincian tugas sctiap satuan
organisasi perangkat daerah;
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m)] menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi dan
pembentukan, susunan, kedudukan, tugas
pokok, fungsi dan tata kerja organisasi
kelembagaan di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

n) melaksanakan penataan kelembagaan Unit
Pelaksana Teknis Dinas/Badan;

o] melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen Organisasi (e-Organisasi);

pl  melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
administrasi, pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan program sub bagian
kelembagaan dan analisa jabatan;

q) melaksanakan penyampaian bahan
penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang
kelembagaan dan analisa jabatan secara
berkala sebagai bahan penyusunan evaluasi
dan pelaporan bagian;

r] melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
terscdia;

s8] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

t} melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan
fungsi vang diberikan oleh Kepala Bagian.

Kasubbag Pengembangan Kinerja mempunyai

tugasmerencanakan kegiatan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan
kebijjakan, pedoman dan petunjuk tcknis, serta
pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan

Pengembangan Kinerja.

Kasubbag Pengembangan Kinerja dalam

melaksanakan tugas memiliki rincian tugas :

a)] merencanakan operasional program kegiatan
Sub Bagian Pengembangan Kinerja berdasarkan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan
peraturan perundang-undangan;

b) melakukan penyiapan rencana kegiatan dan
anggaran Sub Bagian Pengembangan Kinerja
berdasarkan Rentra Sekretariat Daerah;

¢} melakukan penyampaian rencana pProgram
kerja Sub Bagian Pengembangan Kinerja
kepada atasan untuk ditetapkan menjadi
program kerja;

d) melakukan pengumpulan dan mempelajan
peraturan  perundang-undangan, kebijakan
danpetunjuk teknis serta bahan-bahan lain
yang berhubungan dengan tugas dan fungsi
Pengembangan Kinerja;
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m)

melakukan penyiapan dan  penyampaian
rancangan S0P di bidang Pengembangan
Kinerja;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan lancar;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlalou;

melaksanakan pengawasan/monitoring
pelaksanaan kegiatan operasionalfteknis di Sub
Bagian Pengembangan Kinerja;

menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk fekmis yang
berkaitan dengan pengembangan kinerja,
reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
melaksanakan fasilitasi pelaksanaan reformasi
birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
melaksanakan monitoring dan  evaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Pemerintah Daerah;

melaksanakan fasilitasi administrasi
kepegawaian dan  pengumpulan  bahan
pembinaan disiplin pegawai di lingkungan
Bagian;

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
administrasi, pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan program Sub Bagian
Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
menghimpun bahan dan menyusun Laporan
Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Gunungsitoli;
melaksanakan evaluasi dan pendampingan
penvusunan LKj;

menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk
teknis yang berkaitan dengan pelayanan publik;
melaksanakan penyiapan kompetensi inovasi
pelayanan publik;

melaksanakan monitoring dan  evaluasi
pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;
melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan
pengolahan bahan pelaksanaan pengawasan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
publik;

Menyusun Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), LPPD,
Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja
Tahunan (RKT), Rencana Kerja (RENJAJ,
Penetapan Kinerja (TAPKIN), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Indikator Kerja Khusus (IKK],
Evaluasi Renja, Laporan Bulanan, Laporan Tri
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Bulanan, Sistem Penilaian Kinerja Organisasi
Pemerintah [SPeKOP), data-data SKPD, serta
segala bentuk pelaporan lainnya lingkup
bagian;

v} melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan
pengolahan bahan pelaksanaan pengawasan,
evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan;

w] melaksanakan penyampaian bahan
penyvusunan evaluasi dan pelaporan di bidang
kelembagaan secara berkala sebagal bahan
penyusunan evaluasi dan pelaporan bagian;

%) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja  pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalul sistem penilaian vang
tersedia;

y] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

z) melaksanakan fugas lain sesuai tugas dan
fungsi yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Kasubbag Ketatalaksanaan mempunyai tugas

merencanakan  kegiatan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta
pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan bidang

Ketatalaksanaan.

Kasubbag Ketatalaksanaan dalam melaksanakan

tugas memiliki rincian tugas :

a) merencanakan operasional program kegiatan
sub bagian ketatalaksanaan berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan
peraturan perundang-undangan;

b) melakukan penyiapan rencana kegiatan dan
anggaran sub bagian ketatalaksanaan
berdasarkan Rentra Sekretariat Daerah;

c)] melakukan penyvampaan rencana program
kerja sub bagian ketatalaksanaan kepada
atasan untuk ditetapkan menjadi program
kerja;

d] melakukan pengumpulan dan mempelajar
peraturan perundang-undangan, kebijakan dan
petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang
ketatalaksanaan;

e] melakukan penyiapan dan penyampaian
rancangan SOP di bidang ketatalaksanaan;

fi membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan lancar;

g] memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
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menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan pengawasan/monitoring
pelaksanaan kegiatan operasional/teknis di Sub
Bagian Ketatalaksanaan;

menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk
teknis vang berkaitan dengan ketatalaksanaan;
mengevaluasi sistem dan prosedur serta
mekanisme antar satuan organisasi perangkat
daerah;

menyusun perencanaan kebutuhan dan
fasilitasi penyusunan sistem dan prosedur pada
masing-masing satuan organisasi peranghkat
daerah;

melaksanakan  evaluasi standar sarana
prasarana kerja;

menghimpun bahan dan menyusun Standard
Operating Procedure (SOF) bagian;
melaksanakan pendampingan penyusunan
Standar Operasional Procedure;

melaksanakan pengembangan budaya kerja;
melaksanakan pemantauan pel
ketatalaksanaan,  hubungan kerja dan
standarisasi;

melaksanakan fasilitasi penyusunan
ketatalaksanaan pada unit/satuan organisasi
perangkat daerah;

melaksanakan pembinaan pelayanan publik,
pengembangan manajemen pelayanan publik
dan pemantauan pelaksanaan pelayanan
publik;

melaksanakan  monitoring dan  evaluasi
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
melaksanakan penyampaian bahan
penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang
ketatalaksanaan secara berkala sebagai bahan
penyusunan evaluasi dan pelaporan bagian;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
seccara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

membuat laporan pelaksanaan tugas kecpada
atasan schagai dasar pengambilan kebijalkan;
dan

melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan
fungsi yang diberikan oleh Kepala Bagian.
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Pasal 14
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
mempunyai  tugas  menyiapkan — perumusan
kebijjakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
dan fungsi, pemantauan dan ewvaluasi program
kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,
administrasi dan  sumberdaya di  bidang
penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan
wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan,
penyelenggaraan acara dan tamu,

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

mempunya fungs: :

a] pelaksanaan penyiapan perumusan kehijakan
di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala
daerah dan wakil kepala daerah,
penyelenggaraan keprotokolan,
penyelenggaraan acara dan tamu;

b} pelaksanaan koordinasi dan penyusunan
program kegiatan serta petunjuk teknis di
bidang penyelenggaraan kehumasan kepala
daerah dan wakil kepala daerah,
penyelenggaraan keprotokolan,
penyelenggaraan acara dan tamu;

¢) pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi,
serta sumber daya di bidang penyelenggaraan
kehumasan kepala daerah dan wakil kepala
daerah, penyelenggaraan keprotokolan,
penyelenggaraan acara dan tamu,

d) pelaksanaan Juru Bicara Pimpinan dan
Pemerintah Kota ;

e] pelaksanaan monitoring  dan  evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan di @ bidang
penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan
wakil kepala  daerah, penyelenggaraan
keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;
dan

fy pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Bagian Hubungan Masyvarakat dan Protokol

dalam melaksanakan tugas dan fungsi memiliki

rincian mgas :

a) menyelenggarakan penyusunan program dan
kegiatan bagian humas dan protokaol;

b) menyelenggarakan pelaksanaan program dan
kegiatan bagian humas dan protokol;

¢)] menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis
di bidang humas dan protolol;

d] menvelenggarakan koordinasi dengan
perangkat daerah/lembaga/unit kerja terkait
lainnyadalam rangka pelaksanaan tugas di
bidang humas dan protokol;
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¢ menyelenggarakan pengumpulan data dan
informasi sebagai bahan masukan bagi
pimpinan;

fi menyelenggarakan perekaman, penyajian data
dan dokumentasi kegiatan-kegiatan pemerintah
Kota.

gl menyclenggarakan  pemberitahuan melalui
media cetak dan mediaelekironik guna
memperjelas kebijakan pimpinan daerah
sertamendistribusikan bahan-bahan
penerbitan.

h) menyelenggarakan fasilitasi keprotokolan dalam
mendukung pelaksanaan tugas perangkat
daerah;

i) menyelenggarakan rapat koordinasi kehumasan
dan keprotokolan;

j} membag tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

k)] memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

1) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksansan tugas bawahan
secara berkala melalui sistemn penilaian yang
tersedia;

m] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

n) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

o] melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sesual dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Humas mempunyai tugas merencanakan
kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan dan
pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang
humas.

Kasubbag Humas dalam melaksanakan tugas

memiliki rincian tugas :

a) melaksanakan penyusunan program dan
kegiatan sub bagian humas;

bl melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian humas;

¢] melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis bidanghumas;

d) melaksanakan  fasilitasi pembinaan dan
pengendalian bidanghumas;

e] mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data
dan informasi wyang berhubungan dengan
bidang kehumasan dan menyampaikan kepada
pimpinan sebagai bahan kebijakan;
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i mendokumentasikan dan menyajikan kegiatan
pimpinan dalam bentuk audio visual;

gl menyelenggarakan penyiaran informasi/
promosi kebijakan, pelaksanaan dan hasil
kegiatan pembangunan;

h) melaksanakan peliputan kegiatan pimpinan;

i} melaksanakan pelayanan pers dan jumpa pers;

j]  mengkoordinasikan dan menyusun hak jawab
di media massa;

k] membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

] memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

n] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

0] memberikan saran dan periimbangan kepada
atasan scbagal dasar pengambilan kebijakan;
dan

p] melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Protokol mempunyai tugas merencanakan
kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan dan
pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang
keprotokolan.

Kasubbag Protokol dalam melaksanakan tugas

memiliki rincian tugas :

a) melaksanakan penyusunan program dan
kegiatan sub bagian protokol;

b) melaksanakan program dan kegiatan sub
bagian protokol;

c] melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis bidang protokol;

d] melaksanakan  fasilitazsi pembinaan dan
pengendalian keprotokolan;

¢} melaksanakan fasilitasi keprotokolan;

f) menyilapkan bahan dan peralatan pendukung
kegiatan keprotokolan;

g] melaksanakan fasilitasi pembinaan
urusanProtokol;

h) melaksanakan fasilitasi penyusunan dan
pengaturan jadwal kegiatan pimpinan dan tamu
pimpinan;

i) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pclaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;
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j} ~memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas:

k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistern penilaian yang
tersedia;

] membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

m) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

n) melaksanakan tugas lain vang diberikan cleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kasubbag Acara dan Tamu mempunyai tugas
merencanakan  kegiatan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta
pembinaan dan pengendalian, monitoring dan
evaluasi bidang acara dan tamu.

Kasubbag Acara dan Tamu dalam melaksanakan

tugas memiliki rincian tugas :

a)] melaksanakan penyusunan program dan
kegiatan sub bagian acara dan tamu;

b) melaksanakan program dan keglatan sub
bagian acara dan tamu;

c) melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan
teknis bidang acara dan tamu;

d] melaksanakan fasilitasi pembinaan dan
pengendalian terkait acara dan tamu;

g) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi
penerimaan tamu-tamu pemerintah daerah;

fl ~mempersiapkan penyelenggaraan  upacara-
upacara pelantikan, rapat-rapat dan pertemuan
dinas lainnya;

gl melaksanakan pengaturan tata cara persiapan
rapat/pertemuan, resepsi dan upacara serta
kendaraan untuk tamu yvang memeriukan
pelayananan protokoler;

h] menyusun, melaksanakan, membuat rencana
kegiatan di bidang Penyelenggaraan acara;

i} melaksanakan administrasi penyelenggaraan
acara yang dilakukan dan atau yang diikuti
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan
keprotokolan;

il mengatur dan menata penyelenggaraan
upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat dan
pertemuan dinas lainnya;

k) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;
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I} memberikan petunjuk dan bimbingan kcpada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

m| melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalul sistem penilaian yang
tersedia;

n) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

o) memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

pl melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
Staf Ahli

Pasal 15

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

mempunyai tugas merumuskan saran, telaahan dan

konsep kebijakan Walikota dan Wakil Walikota pada
bidang pemerintahan, hulkum dan politkk. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Stalf Ahli Bidang

Pemerintahan, Hubum dan Politik mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan pengamatan dan pemantauan
pada bidang pemerintahan, hukum dan politik ;

b) penyusunan analisa terhadap data dan
informasi terkait bidang pemerintahan, hukum
dan politik ;

¢ pelaksanaan rumusan saran, telashan dan
konsep kebijakan walikota dan wakil walikota
pada bidang pemerintahan, hukum dan politik ;

d) pelaksanaan pendampingan kepada perangkat
daerah dalam penyusunan konsep kebijakan
vang bersifat inovatif ;

el penyampaian laporan tertulis tentang
pelaksanaan fugas secara berkala (per triwulan)
kepada walikota;

f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
olehwalikota dan wakil walikota sesuai dengan
bidang tugasnya.

Stafl Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan

Keuangan mempunyal tugas merumuskan saran,

telashan dan konsep kebijakan Walikota dan Wakil

Walikota pada bidang pembangunan, ekonomi dan

keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Staf

Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

mempunyal fungsi :
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a) pelaksanaan pengamatan dan pemantauan
pada bidang pembangunan, ekonomi dan
keuangan;

b) penyusunan analisa terhadap data dan
informasi terkait bidang pembangunan, ekonomi
dan kevangan;

¢] pelaksanaan perumnusan saran, telaahan dan
konsep kebijakan walikota dan wakil walikota
pada bidang pembangunan, ekonomi dan
keuangan,

d) pelaksanaan pendampingan kepada perangkat
daerah dalam penyusunan konsep kebijakan
yang bersifat inovatif;

€] penyampaian laporan tertulis tentang
pelaksanaan tugas secara berkala (per triwulan)
kepada walikota;

fj pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
olehwalikota dan wakil walikota sesuai dengan
bidang tugasnva.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya

Manusia mempunyai tugas merumuskan saran,

telaahan dan konsep kebijakan Walikota dan Wakil

Walikota pada  bidang kemasyarakaten dan

sumberdaya manusia. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Staf Ahh Bidang Kemasyarakatan dan

Sumberdaya Manusia mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan pengamatan dan pemantauan
pada bidang kemasyarakatan dan sumberdaya
Mantusia;

b) penyusunan analisa terhadap data dan
informasi terkait bidang kemasyarakatan dan
sumberdaya manusia |

c) pelaksanaan perumusan saran, telaahan dan
konsep kebijakan walikota dan wakil walikota
pada bidang kemasyarakatan dan sumberdaya
manusia;

d) pelaksanaan pendampingan kepada perangkat
daerah dalam penyusunan konsep kebijakan
yvang bersifat inovatif ;

€] penyampaian laporan tertulis tentang
pelaksanaan tugas secara berkala (per triwulan)
kepada walikota;

fi pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan
olehwalikota dan wakil walikota sesuail dengan
bidang tugasnya.
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BABE III
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah,
Asisten, Kepala Bagian, Kepala 3ub Bagian pada
Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi
dalam satuan kerja dan antar satuan kerja di
lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Sekretaris daerah bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannyva serta memberikan
bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
Dalam hal pejabat struktural berhalangan dalam
melaksanakan tugas karena sesuatu hal maka dapat
menghunjuk pejabat sctingkat dibawahnya dalam
melaksanakan tugas rutin sesuai dengan ketentuan
vang berlalku.

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

simplifikasi dan sinkronisasi dalam satuan kerja dan
antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli.

Staf ahli berada di bawah dan bertanggpungawab
kepada walikota dan secara administratif
dikoordinasikan oleh sekretaris Dacrah.

BAE VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 6A Tahun 2010
tentang Uraian Tugas, FPungsi dan Tata Kerja Sckretariat
Daerah Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak
berlalku.



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal J0 Desember 2016
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LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 3p Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

EDISON ZILIWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR .50



